KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP-DJPU 276 TAHUN 2025
TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL

Menimbang

Mengingat

SUPADIO, PONTIANAK TAHUN 2025 - 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2024 tentang
Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional, dalam
pelaksanaan Prosedur FAL Bandar Udara dibentuk
Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara
Internasional Supadio, Pontianak Tahun 2025 -
2030;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun "923 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

_D.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39
Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 594) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019
tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10
Tahun 2024 tentang Program Fasilitasi (FAL) Udara
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 252);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4
Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33
Tahun 2024 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional; dan

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37
Tahun 2025 tentang Penetapan Bandar Udara
Internasional.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR
UDARA INTERNATIONAL SUPADIO, PONTIANAK TAHUN
2025 - 2030.

Membentuk  Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara
Internasional Supadio, Pontianak Tahun 2025 - 2030
yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

mempunyai tugas:

1. melaksanakan Prosedur FAL Bandar Udara;

2. memberikan saran dan masukan kepada Komite
Nasional FAL terkait dengan kebijakan FAL;

3. mengidentifikasi permasalahan terkait
penyelenggaraan FAL di Bandar Udara dan
memberikan saran untuk pemecahannya;

4. melaporkan kepada Komite Nasional FAL mengenai
permasalahan di Bandar Udara yang tidak dapat
diselesaikan oleh Komite FAL Bandar Udara;

S. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan FAL; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Komite Nasional FAL.



-3-

KETIGA : Komite melaksanakan pertemuan 2 (dua) kali dalam
setahun dan menyampaikan laporan pertemuan kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite
dapat membentuk  Sekretariat sesuai dengan
kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

Komite dibebankan pada anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Komite melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.
LUKMAN F. LAISA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - Soekarno Hatta;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik

Indonesia;

Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Republik Indonesia;

6. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia;

7. Kepala Badan Karantina Indonesia;

8. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia;
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. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
0. Yang bersangkutan.

Qalinan caciial dengan aslinya
Hukum dan Kerja Sama,








